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LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Nomor: 9 TAHUN 1992 Seri D Nomor 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH -
NOMOR : 2 TAHUN 1991

TENTANG

- PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
~ BAGIAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah-
an Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan
dan Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pen-
dapatan Desa melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan bagian Propinsi Daerah Istimewa
Aceh kepada Pemerintah Desa dan kelurahan.

b.“Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas, perlu
menetapkan dalam suatu Peraturan Dacrah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Propinsi Aceh: .
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pcmenmahan
Desa;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Buml
dan Bangunan,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pemba-

gian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara =~

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
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‘Menetzpkan

10.

11.

12.

13.

4.

_ Peratm'aa Menteri Dalam Negen Nomor 14 Tahun 1974 ten- |

tang Bentuk Peraturan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ten-
tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan
dan Pengawasannya '
Peraturan Menteri Dalam, Negen Nomor 3 Tahun 1982 ten-
tang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ten-

~ tang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangun-

an;

Peranran Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 ten-
tang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990
tanggal 20 Juni 1990 tentang Pedoman Penyisihan Peneri-
maan Pajak Bumi dan Bangonan Bagian Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat IT kepada Pemerintah Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990

tanggal 19 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan
Penerimaan Pajak Bumi' dan “Bangunan Bagian Daerah

Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/

Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

Peraturan Daerak' Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3
Tahun 1983 téntang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan
Pengeluamn Keuangan Gampong/ Desa;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6
Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Gam-.

‘pong/Desa Pengurusan dan Pé’ngawasannya.
‘Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Dacrah Propinsi

Daerah Istu'newa Acch.

MEMUTUSKAN

' PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK

. BUMI DAN BANGUNAN. BAGIAN  PROPINSI DAERAH
:=ISTIN[EWA ‘ACEH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
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